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Abstrak
 

Peristiwa pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebabkan

adanya peralihan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris kepada para ahli warisnya yang

sah. Ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar

perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris

golongan I adalah istri atau suami yang hidup terlama beserta dengan keturunannya yang sah, baik yang

berdasarkan suatu perkawinan yang sah maupun yang di luar perkawinan yang sah. Dalam hal pewaris tidak

memiliki keluarga sedarah atau istri atau suami yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang disahkan

berhak untuk menjadi ahli waris satu-satunya dari pewaris namun hak ahli waris tersebut dibatalkan karena

tidak tercantum letak batas-batas atas objek sengketa tanah yang didapatkan oleh pewaris berdasarkan Surat

Keterangan Tanah dari Camat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022.

Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat di dalam putusan untuk menganalisis kedudukan

ahli waris yang merupakan anak luar kawin yang disahkan beserta dengan kedudukan hak warisnya yang

telah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian doktrinal. Hasil

penelitian menggambarkan bahwa kedudukan anak luar kawin yang disahkan adalah sebagai anak sah

dikarenakan terdapat perkawinan yang sah antara pewaris dengan ibu kandung dari anak luar kawin yang

disahkan tersebut berdasarkan Pasal 272 jo. Pasal 277 KUH Perdata sehingga anak tersebut mempunyai

kedudukan sebagai anak sah dari pewaris dan merupakan ahli waris satu-satunya dari pewaris dikarenakan

perkawinan pewaris yang kedua kalinya bukan merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hapusnya hak waris anak luar kawin yang disahkan tersebut

yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan menyebabkan adanya ketidakpastian beserta tidak adanya

keadilan hukum bagi anak luar kawin yang disahkan tersebut karena tidak adanya kejelasan mengenai hak

waris yang seharusnya dimilikinya sebagai ahli waris satu-satunya yang sah.

......The event of inheritance based on the Civil Code causes the transfer of all rights and obligations owned

by the deceased to their legitimate heirs. Heirs include blood relatives, both legitimate according to the law

and those born out of wedlock, as well as the surviving spouse. Heirs classified as first-class heirs are the

surviving husband or wife along with their legitimate descendants, whether born within a valid marriage or

outside of it. If the deceased has no blood relatives or surviving spouse, then a legitimized illegitimate child

has the right to be the sole heir of the deceased. However, the inheritance rights are annulled due to the

absence of specified boundaries on the disputed land object obtained by the deceased based on the Land

Certificate from the Subdistrict Head in Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022. This research is

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920539462&lokasi=lokal


based on the facts in the decision to analyze the position of the heir, who is a legitimized illegitimate child,

along with the status of their inheritance rights that have been annulled by the court decision. This study is

conducted using doctrinal research. The results depict that the position of the legitimized illegitimate child is

that of a legitimate child because there is a valid marriage between the deceased and the biological mother

of the legitimized illegitimate child based on Article 272 jo. Article 277 of the Civil Code, thus the child has

the status of a legitimate child of the deceased and is the sole legitimate heir due to the deceased's second

marriage not being valid according to the prevailing laws and regulations. Furthermore, the annulment of the

inheritance rights of the legitimized illegitimate child, as canceled by the court decision, leads to uncertainty

and a lack of legal justice for the legitimized illegitimate child because of the absence of clarity regarding

the inheritance rights that they should rightfully possess as the sole legitimate heir.


